
BAB IV 

PENUTUP 

4.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan  hasil pembahasan diatas, maka dapat dirumuskan kesimpulan yakni; 

1. Sesuai dengan amanat dalam UUPA secara tersirat bahwa tanah dibawah 

perairan dapat dilekati suatu hak. Dalam menentukan Hak Atas tanah di kawasan 

tersebut harus tetap memperhatikan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Tata Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Nasional, sehingga terjadi kesinambungan dan keselarasan dalam 

peraturan tersebut. Karena belum ada undang-undang yang mengatur secara 

eksplisit mengenai rumah terapung sehingga menyebabkan ketidak pastian hukum, 

Namun penulis beranggapan bahwa rumah terapung tetap diakui keberadaannya 

sepanjang rumah terapung tersebut didirikan oleh masyarakat adat karena hukum 

adat juga merupakan salah satu sumber hukum dalam Perancangan Undang-

Undang. 

2. Sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi daerah bahwa bangunan adalah 

konstruksi teknik yang ditanamatau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau 

perairan pedalaman dan/atau laut. Dari pengertian di atas jelas bahwa rumah 

terapung tidak termasuk dalam kategori bangunan karena rumah terapung tidak 

dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan melainkan menggunakan 

sistem pengterapung yang sewaktu-waktu dapat berpindah tempat sesuai kehendak 

pemiliknya.Oleh karena itu untuk mengklarifikasi Pajak Bumi Bangunan rumah 

terapung harus dilihat dulu bagaimana kontruksi bangunannya apabila bangunan 

tersebut dilekatkan secara permanen di tanah dan/atau perairan maka dikenakan 

PBB, dan sebaliknya apabila rumah terapung tersebut tidak dilekatkan secara 

permanen maka tidak dikenakan PBB. 

4.2 SARAN 

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka dapat dirumuskan saran sebagai 

berikut; 

1. Diharapkan pemerintah untuk melakukan revisi terhadap Pasal 39 Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tantang Pajak Daerah Dan Kontribusi Daerah 

diubah dari konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada 

tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. Menjadi konstruksi teknik 

yang ditanam atau dilekatkan secara tetap dan/atau tidak tetap pada tanah 

dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut, Sehingga pada Permen Nomor 17 



Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau 

Kecil secara otomatis akan mengikuti ketentuan tersebut. Agar rumah terapung 

yang menggunakan sistem pengterapung tersebut menjadi terjamin kepastian 

hukumnya. 

2. Diharapkan masyarakat melakukan pemberitahuan tertulis atas rumah terapung 

kepada pemerintah daerah setempat. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah 

pemerintah daerah setempat untuk malakukan kontrol terhadap pendirian rumah 

terapung dalam penguasaan dengan memanfaatkan sumber daya perairan 

wilayah pesisir secara hukum dan berkeadilan sehingga menciptakan 

ketersediaan sumber daya yang berkelanjutan. 

3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji sistem zonasi pada 

rumah terapung tersebut karena hingga penelitian ini selesai, tidak ada regulasi 

mengenai sistem zonasi yang akan diterapkan pada rumah terapung tersebut. 

  



 


